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I. INTRODUCTION

On September 15, 1999, a conference was held at the University of
Indonesia to review experience gained in the area of complaint
adjudication and dispute resolution during the June elections for
legislative assemblies in Indonesia. The University of Indonesia
Law Faculty and the International Foundation for Election
Systems, with support from the U.S. Agency for International
Development, sponsored the conference.

The conference particularly focused on the role of Election
Supervisory Commissions — a unique Indonesian institution known
as Panwas — in resolving complaints and disputes in the election
process. As the conference agenda shows, the presentations and
discussion involved participation by members of the national
Panwaspus, election administration bodies and the Supreme Court,
as well as journalists, civil society representatives, legal scholars,
and other experts. The program’s emphasis was upon finding
practical lessons from recent experiences and identifying potential
improvements in institutions and procedures for future elections.

A. Legal Framework for Resolving Complaints and Disputes

Open and competitive elections will inevitably produce
complaints, disputes, and allegations of election law violations.
New election laws in emerging democracies, however, often give
inadequate attention to creating a process for resolving disputes or
adjudicating complaints or allegations. Legislators or election
officials may view these problems as a sign of weakness or failure,
particularly when grievances are actually directed to decisions of
election officials. If left unresolved, complaints and disputes seem
moot after the election. Violations of election laws may not be

I. PEMBUKAAN

Pada tanggal 15 September, 1999, sebuah seminar diadakan di
Universitas Indonesia untuk menggali kembali pengalaman-
pengalaman dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian
perselisihan pemilu bulan Juni 1999 (untuk memilih dewan
perwakilan di Indonesia). Seminar tersebut disponsori oleh Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dan Yayasan Internasional untuk
Sistem Pemilihan Umum (IFES), dan didukung oleh USAID.

Secara khusus seminar tersebut menyoroti peran Panitia Pengawas
Pemilu — sebuah lembaga khas Indonesia yang dikenal sebagai
Panwas — dalam menyelesaikan keluhan dan perselisihan selama
proses pemilu. Seperti yang nampak dalam agenda seminar,
presentasi dan diskusi melibatkan para anggota Panwaspus, lembaga-
lembaga administrasi pemilu, Mahkamah Agung, wartawan, wakil-
wakil masyarakat sipil, sarjana hukum dan ahli lainnya. Titik
perhatian seminar tersebut ialah menarik pelajaran-pelajaran praktis
dari pengalaman dan  mengidentifikasikan  perkembangan-
perkembangan penting pada lembaga-lembaga tersebut serta prosedur
untuk pemilu-pemilu yang akan datang.

A. Kerangka Hukum Penyelesaian Pengaduan dan Perselisihan

Pemilu yang kompetitif dan terbuka mau tidak mau akan
memunculkan pengaduan-pengaduan, perselisithan dan dugaan-
dugaan atas pelanggaran undang-undang Pemilu. Meskipun
demikian, UU Pemilu dalam negara demokrasi baru sering tidak
memberikan perhatian yang cukup dalam menciptakan suatu proses
penyelesaian perselisihan, menerima pengaduan-pengaduan atau
dugaan pelanggaran. Para wakil rakyat atau pejabat pemilu yang
berwenang bisa memandang masalah-masalah tersebut sebagai suatu
kelemahan atau kegagalan, khususnya ketika keluhan-keluhan nyata-
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pursued vigorously, due to inexperience, a lack of clear
enforcement authority in any institution, and a too harsh regime of
sanctions that no one wants to enforce.

This tendency for new democratic systems to not provide for fair
and effective means of resolving complaints and disputes in
elections was exacerbated in Indonesia by a cultural preference for
consensus rather than confrontation. Indonesia traditionally relied
upon supervisory bodies, called by some variation of the term
Panwas, to serve a monitoring, mediating, and guidance function
in the election process. Panwas was not viewed as having a
decisively administrative or adjudicative function, nor the capacity
to independently enforce its conclusions or recommendations.
Thus, Indonesian law and practice favored establishing an
institution lacking real adjudicative authority to handle complaints,
disputes, or allegations of violations arising during elections.

Moreover, under the New Order, the institutional weakness of
Panwas was exploited as a cover for tightly controlled and
manipulated elections. Panwas provided an appearance of fair and
neutral supervision in an election process that lacked genuinely
independent election administration bodies, real and competitive
political parties, active civil society monitoring, or independent
news media.

Pembukaan

nyata ditujukan atas keputusan-keputusan yang telah mereka ambil.
Jika dibiarkan tanpa penyelesaian, pengaduan-pengaduan dan
perselisihan rupa-rupanya akan terus menjadi tanda tanya setelah
pemilu. Dan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang
Pemilu mungkin tidak akan dapat dituntaskan dengan sungguh-
sungguh, karena tidak adanya pengalaman, kurangnya peran
penegakan hukum yang jelas di lembaga-lembaga terkait, dan karena
kerasnya ancaman sanksi sehingga tidak seorang pun mau
melaksanakannya.

Di Indonesia, kecenderungan dalam sistim demokrasi yang baru,
yang tidak menyediakan sarana yang adil dan efektif dalam
penyelesaian pengaduan dan perselisihan dalam pemilu, diperburuk
oleh adanya budaya yang lebih menyukai musyawarah daripada
konfrontasi. Secara tradisional, Indonesia bergantung pada badan
pengawas, Panwas atau nama-nama lain yang seperti itu, untuk
menjalankan fungsi pengawas, mediator dan pembimbing dalam
proses pemilu. Panwas dianggap tidak memiliki fungsi peradilan dan
administratif  final, juga kemampuan untuk secara mandiri
menerapkan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasinya. Dengan
demikian, undang-undang dan praktek hukum di Indonesia lebih
memilih mendirikan suatu lembaga yang tidak mempunyai
kewenangan peradilan yang nyata dalam menangangi pengaduan,
perselisihan atau dugaan-dugaan pelanggaran yang muncul selama
pemilu.

Selain itu, di bawah Orde Baru, kelemahan Panwas sebagai sebuah
lembaga dieksploitasi sebagai pelindung pemilu yang dikontrol
secara ketat dan yang dimanipulisir. Disini, Panwas berpotensi
menampakkan diri sebagai pengawas yang adil dan netral dalam
suatu proses pemilu, dimana Pemilu tersebut pada dasarnya tidak
mempunyai badan administrasi pemilu yang independen, parpol-
parpol yang nyata dan kompetitif, pengawasan aktif masyarakat sipil
atau media massa independen.
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The Law on General Elections governing the June elections,
approved by the People’s Representative Council (DPR) in
January, followed the traditional pattern for Indonesia’s election
administration bodies:

e A National Election Commission (KPU) with broad authority
to determine election policies and enact regulations;

e A hierarchical structure of election committees to administer
and conduct the elections, starting with the Indonesian
Election Committee (PPI) at the national level and reaching
down to the province, district, sub-district, village, and polling
site level;

e A four level structure of Election Supervisory Commissions,
Panwas, to generally monitor the election process and serve a
mediating role in reviewing complaints and forwarding
allegations of violations of the election law to police and
prosecutors.

The Law on General Elections briefly set out Panwas’ structure,
powers, and responsibilities in Chapter IV

Article 24

1. Supervisory Commissions shall be established to observe the

election.
2. Supervisory Commissions as referred to in paragraph 1 are
formed at the national, provincial, district

[kabupaten/kotamadya], and sub-district [kecamatan] levels.

3. Members of Supervisory Commissions at the national,
provincial, and district levels are composed of judges,
academics, and the public.

4. Members of Supervisory Commissions at the sub-district
level are composed of academics and the public.

5. Composition of Supervisory Commissions as referred to in
paragraphs 3 and 4 is stipulated by the Supreme Court for
the national level, head of the Appellate Court for the

Pembukaan

Undang-undang Pemilu yang mengatur Pemilu bulan Juni lalu dan
disetujui DPR pada bulan Januari, mengikuti pola tradisional badan
administrasi pemilu Indonesia:

e Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kewenangan luas untuk
menentukan  kebijaksanaan-kebijaksanaan ~ pemilu dan
menetapkan peraturan-peraturan;

e Sebuah struktur hirarkis panitia pemilu untuk mengurus dan
menjalankan pemilu, dimulai dengan Panitia Pemilihan
Indonesia (PPI) di tingkat nasional dan sampai pada tingkat
propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, kelurahan dan TPS;

e Empat level struktur Komisi Pengawas Pemilu, Panwas, untuk
mengawasi secara umum proses pemilu dan menjalankan peran
mediator dalam meninjau kembali pengaduan-pengaduan dan
dugaan-dugaan yang diajukan atas pelanggaran-pelanggaran UU
pemilu kepada polisi dan jaksa.

Undang-undang Pemilu secara singkat menentukan struktur,
wewenang, dan tanggungjawab Panwas dalam Bab I'V:

Pasal 24

1. Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum
dibentuk Panitia Pengawas.

2. Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya,
dan tingkat Kecamatan.

3. Keanggotaan Panitia Pengawas tingkat Pusat, tingkat I, dan
tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan
Unsur Masyarakat.

4. Keanggotaan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan terdiri dari
unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.

5. Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan (4) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk
tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk tingkat I, Ketua
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provincial level, and head of court of first instance [district
court] for the district and sub-district levels.

Article 25

Relation and structure between the Supervisory Commission and
the KPU [National Election Commission] and the implementing
committees from the national level [PPI] down to TPS [polling
site] will be regulated further by the Supreme Court after
consultation with the KPU.

Article 26

The duties and powers of the Supervisory Commissions as
referred to in Article 24 are:
a.  Supervising all election steps;

b.  Settling disputes arising in the election;

c. Following up findings, disputes, and unsolvable
disagreements to be reported to the [police or prosecuting]
authority.

The four most striking features of the law’s brief framework for
Panwas’ operation are: 1) the role of judges in the appointment
and composition of the commissions; 2) the Supreme Court’s role
in drafting regulations to determine the relationship between
Panwas and other election administration bodies; 3) the lack of
any identified procedures, or any contemplation of prescribing
procedures, for filing or resolving complaints before Panwas; 4)
the ambiguity of the duties and powers of Panwas as enumerated
in Article 26.

The first two features, by which judges and courts are drawn into
the institution of Panwas, illustrate fundamental characteristics
and inconsistencies of this system. Panwas appears to have a
quasi-adjudicative function, though not a clearly decisive or
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Pengadilan Negeri untuk tingkat IT dan tingkat Kecamatan.

Pasal 25
Hubungan dan tata kerja antara Panitia Pengawas dengan KPU dan
Panitia Pelaksana mulai dari tingkat Pusat sampai dengan di TPS,
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, berkonsultasi dengan
KPU.

Pasal 26

Tugas dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 adalah:
a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

b. Menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum,;

c. Menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang
tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi
penegak hukum.

Empat ciri paling menyolok dari kerangka singkat tata kerja Panwas
menurut UU adalah: 1) Peran para hakim dalam penunjukkan dan
penyusunan komisi tersebut; 2) Peran Mahkamah Agung dalam
merancang peraturan-peraturan untuk menentukan hubungan antara
Panwas dan badan administrasi pemilu lainnya; 3) Kurangnya
prosedur-prosedur yang jelas, atau usaha untuk menetapkan prosedur
dalam mengajukan atau menyelesaikan pengaduan di hadapan
Panwas; 4) Ketidakjelasan tugas dan wewenang Panwas seperti
dijelaskan dalam Pasal 26.

Dua ciri pertama, dimana hakim-hakim dan pengadilan-pengadilan
dimasukkan dalam lembaga Panwas, menunjukkan karakteristik dan
ketidakstabilan yang mendasar dalam sistim tersebut. Panwas
nampaknya memiliki fungsi quasi-ajudikatif, meski bukan suatu
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enforcement role. Courts are not relied upon as an adjudicative or
appellate mechanism and would, indeed, seem compromised by
their own involvement in Panwas in review of Panwas actions or
decisions.

The third feature was the object of considerable discussion in the
conference itself, and is analyzed fully in the paper submitted by
Patty Kendall, legal specialist for the U.S. Agency for
International Development (and contained herein as Section V).
As described below, the regulations issued by the Supreme Court
for Panwas pursuant to Article 25 (Appendix 1) were wide
ranging, despite the law’s seeming directive to only issue
regulations about the relationship between Panwas and other
election administration bodies. Yet these regulations completely
avoided setting forth procedural requirements for complainants to
file grievances or for supervisory commissions to resolve
complaints, disputes, or allegations of violations.

The fourth feature of the law was a source of great problems for
the operational effectiveness of Panwas in the opinion of virtually
all participants in the conference. The real authority of Panwas
was left vague and ambiguous, particularly as to decisive actions it
could take, even in the Supreme Court’s explanatory regulations.
This situation was further aggravated by the Government’s Decree
of May 19 (Appendix 2), described below, which seemed to
empower Panwas in critical areas of the election process without
clear enforcement mechanisms.

B. Regulatory Framework

The Decree of the Chief Justice of the Supreme Court, issued
pursuant to Article 25 of the Law on General Elections, is provided
at Attachment 1. The Law stipulates the Court shall provide
regulations governing Panwas’ structure and working relationship
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peran penegakan hukum atau peran yang sungguh menentukan. Dan
pengadilan tidak dipercaya sebagai suatu mekanisme ajudikatif atau
naik banding, dan tentu saja tidak dapat bertindak tegas karena
keterlibatannya dalam Panwas sendiri, jika harus menilai tindakan
dan keputusan-keputusan Panwas.

Ciri ketiga adalah obyek diskusi yang mendalam dalam seminar itu
sendiri dan dianalisa secara panjang lebar dalam makalah Patty
Kendall, spesialis hukum USAID (dimuat disini sebagai Bagian V).
Seperti dijelaskan dibawah ini, peraturan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung tentang Panwas sesuai Pasal 25 (Lampiran 1)
cukup luas cakupannya, meskipun undang-undang tersebut
nampaknya dimaksudkan hanya untuk mengeluarkan peraturan
mengenai hubungan antara Panwas dan badan administrasi pemilu
lainnya. Namun, peraturan tersebut sama sekali tidak mengajukan
syarat prosedural bagi pengadu untuk mengajukan keluhan atau bagi
komisi pengawas untuk menyelesaikan pengaduan, perselisihan, atau
dugaan pelanggaran.

Hampir semua peserta seminar berpendapat bahwa ciri keempat
undang-undang tersebut merupakan sumber masalah besar bagi
efektifitas operasional Panwas. Wewenang Panwas dibiarkan samar
dan mendua, khususnya dalam pengambilan tindakan-tindakan yang
menentukan, bahkan dalam peraturan penjelasan MA.  Situasi
tersebut semakin diperburuk oleh Peraturan Pemerintah tanggal 19
Mei (Lampiran 2), dijelaskan dibawah, yang nampak menguasai
Panwas dalam bidang-bidang yang sangat menentukan selama proses
pemilu tanpa mekanisme pelaksanaan hukum yang jelas.

B. Kerangka Pengaturan

Keputusan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, yang dikeluarkan
sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Pemilu, dicantumkan di
Lampiran 1. Undang-undang menentukan bahwa Pengadilan harus
menyediakan peraturan yang mengatur struktur Panwas dan
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between Panwas and other election administration bodies.

Article 1, paragraphs (b) and (c), of the Court’s Decree state:
b. Panwas is an Election Supervisory Body whose duties and
powers are to oversee the process of the General Election as
stipulated in the regulations;

c. Panwas’ duties are naturally law enforcement ones since
Panwas is obligated to see that election regulations are
observed and abided by to ensure the democratic,
transparent, honest, fair, direct, universal, free election with
secret ballot.

However, paragraph (n) then says: “The law enforcers are the
Indonesian Police.”

Articles 2—22 emphasize Panwas’ general monitoring role by
largely restating provisions of the election law regarding the
election process. Written like an election observer manual, it
suggests Panwas members are to be present to observe every step
of the process rather than respond in an adjudicative role to
complaints, disputes, or allegations brought to them.

Chapter IV of the Decree purports to more broadly explain
operations of Panwas, but fails to specify basic procedures by
which Panwas receives or resolves complaints and disputes or to
clarify enforcement powers. Article 23(1) encourages Panwas to
engage in coordination and consultation with election
implementing committees. Article 23(2) seems to simultaneously
expand and then restrain by example Panwas’ authority: “In the
event of violations of the Election Law, and the Procedural
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hubungan kerja antara Panwas dan badan administrasi pemilu
lainnya.

Pasal 1, alinea (b) dan (¢) menyatakan:

b. PANWAS merupakan Instansi Pengawas pelaksanaan
Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum
sebagaimana  ditentukan dalam  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Tugas PANWAS pada hakekatnya adalah merupakan kegiatan
penegakan hukum karena PANWAS berkewajiban mengawasi
agar ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan
Umum ditaati dan dipatuhi agar terjamin terselenggaranya
Pemilihan Umum yang demokratis, transparan, jujur, adil,
langsung, umum, bebas dan rahasia.

Akan tetapi, alinea (n) kemudian mengatakan: “Penegak Hukum
adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 2-22 menekankan peran pengawasan umum Panwas yang
sebagian besar merupakan pernyataan ulang ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang Pemilu yang terkait dengan proses pemilu.
Ditulis seperti buku petunjuk pemantauan pemilu, ketentuan ini
menyarankan agar anggota-anggota Panwas hadir memantau setiap
tahapan proses pemilu, daripada berperan secara ajudikatif
menanggapi keluhan, perselisihan ataupun dugaan pelanggaran yang
diadukan kepada mereka.

Bab IV keputusan MA tersebut dimaksudkan untuk lebih luas lagi
menjelaskan tata kerja Panwas, tapi tidak berhasil merinci prosedur
dasar dimana Panwas menerima atau menyelesaikan pengaduan dan
perselisihan, atau memperjelas wewenang pelaksanaan hukumnya.
Pasal 23 (1) mendorong Panwas untuk ikut serta dalam koordinasi
dan konsultasi dengan panita-panitia pelaksana pemilu. Kemudian
pasal 23 (2) nampak dalam waktu yang bersamaan memperluas
wewenang Panwas dan membatasi dengan contoh yang kurang kuat:
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Regulations stipulated by the KPU in each election step, Panwas is
able to take immediate measures considered necessary, including
producing an Official Report.” Article 24(1) provides: “All
disputes and disagreements occurring during the election are
settled by Panwas in their respective electoral area.” Article
24(2)(c) offers an oddly indirect mechanism for Panwas to resolve
disputes (and presumably refer allegations of violations), given the
more direct power implied in Article 26(c) of the election law
itself: “To follow-up unresolved findings, disputes, disagreements
by means of giving orders to local election implementing
committees to report them to the authorities.”

Article 25(1) describes the role of national Panwaspus as one of
supervising, counseling, and directing local Panwas (though
Panwaspus members clearly viewed their role as advisory and not
administratively superior in practice). Article 25(2) authorizes
Panwas to appoint teams at their respective levels to visit local
areas for purposes of monitoring election activity. A number of
investigatory teams were also appointed following the election.

The next two provisions, however, introduce surprisingly strong
enforcement powers into Panwas’ adjudicative role regarding
violations of campaigning rules for parties and for the voting and
counting process:

Pembukaan

“Dalam hal adanya suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang
Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksana yang telah ditetapkan
oleh KPU pada tiap tahap pelaksanaan Pemilihan Umum, PANWAS
dapat melakukan tindakan setempat yang dianggap perlu dan
disertai pembuatan Berita Acara kejadian.”  Pasal 24 (1)
menyatakan: “Segala sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum, diselesaikan oleh PANWAS di
daerah pemilihan sesuai dengan daerah tingkat pemilihannya
masing-masing.” Pasal 24 (2) (c) menawarkan sebuah mekanisme
tidak langsung yang aneh bagi Panwas untuk menyelesaikan
perselisihan (dan kiranya juga merujuk pada dugaan-dugaan
pelanggaran), dengan memberikan wewenang yang lebih langsung
seperti dinyatakan secara tidak langsung dalam Pasal 26 (c) undang-
undang pemilu itu sendiri: “Menindaklanjuti temuan, sengketa dan
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan memerintahkan
kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah
kerjanya untuk melaporkan kepada penegak hukum.”

Pasal 25 (1) menggambarkan peran Panwaspus sebagai sebuah
pengawas, pembimbing dan pengarah Panwas daerah (meskipun
anggota-anggota Panwaspus jelas-jelas melihat peran mereka sebagai
penasehat dan bukannya atasan secara administratif dalam
prakteknya). Pasal 25 (2) memberi wewenang kepada Panwas untuk
mengangkat kelompok-kelompok pada tingkatan mereka masing-
masing untuk berkunjung ke daerah-dacrah sebagai kegiatan
pengawasan pemilu. Sejumlah kelompok pencari fakta Panwas
ditunjuk sesudah pemilu.

Akan tetapi, dua ketentuan berikutnya secara mengejutkan
memperkenalkan wewenang penyelenggaraan yang kuat dalam peran
ajudikatif Panwas berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran
peraturan kampanye bagi parpol-parpol dan bagi proses pemilihan
dan penghitungan suara:
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Article 26

Panwas team which is on supervision duty is authorized to
give orders that election campaigns be discontinued or
dismissed when the campaigns obviously infringe the
prevailing regulations.

The procedure to be followed is that the coordinator of the
Panwas team, with the approval of team members, reports to
the election implementing committee and the authorities.
Orders to dismiss/discontinue election campaigns to the
election implementing committee and the authorities shall be
completed with the Statement of Dismissal.

Before giving orders mentioned in paragraph (3), it is
necessary to listen to and consider the advice from the local
party committee and the election implementing committee.
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Pasal 26

Tim PANWAS yang sedang bertugas mengawasi pelaksanaan
kampanye Pemilihan Umum berwenang memerintahkan untuk
menghentikan atau membubarkan pelaksanaan kampanye
yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Mekanismenya disampaikan oleh Koordinator Tim PANWAS
dengan persetujuan anggota Tim kepada Panitia Pelaksana
Pemilihan Umum dan pihak penegak hukum setempat;
Perintah untuk membubarkan/menghentikan pelaksanaan
kampanye kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Umum dan
Penegak Hukum tersebut harus dibuatkan Berita Acara;
Sebelum perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan,
terlebih  dahulu mendengar dan mempertimbangkan
keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan
dan Panitia Pelaksana Pemilihan Umum setempat.

Wewenang untuk menghentikan kampanye parpol yang terlibat
dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan tidak pernah digunakan oleh Panwas di tingkat manapun,

The power to stop the campaign of a political party that engages in
activity contrary to the law or regulations was never utilized by
any Panwas at any level, although often warnings to parties were

issued. meskipun Panwas sering memberikan peringatan-peringatan kepada
parpol-parpol tersebut.
Article 27 Pasal 27
(1) Panwas [committees] are entitled to stop ballot casting (1) Dalam pelaksanaan tugasnya PANWAS dapat menghentikan

2

3)

when:

a. mistakes/fraud occur

b. emergency/unexpected conditions arise

After giving instruction to discontinue the elections, while
observing the prevailing regulations, Panwas is to order that
an election be re-run no later than 30 (thirty) days as of the
polling day.

In the event that a Panwas receives reports as referred to in
paragraph (1) about fraud, mistakes on voting and ballot

2

(€)

pelaksanaan pemungutan suara dalam hal:

a. terdapat kekeliruan/kecurangan;

b. keadaan memaksa/darurat.

Mekanisme tindakan pelaksanaan penghentian, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
PANWAS memerintahkan kepada Panitia Pelaksana
Pemilihan Umum yang bersangkutan untuk mengadakan
pemilihan ulangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak hari pemungutan suara;

Dalam hal PANWAS menerima laporan seperti yang
dimaksud ayat (1) tentang terjadinya kecurangan, kekeliruan
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counting, and such reports are confirmed by Panwas, then
the Panwas is entitled to give orders to repeat voting.

These extraordinary enforcement powers were also apparently
never utilized by any Panwas at any level. Their potential use may
have assisted particular Panwas commissions to discourage
misconduct or fraud in the election process, or to encourage
mediated results between complainants and election implementing
committees.

The Government’s Decree No. 33 of May 19", 1999 (Attachment
2) contained various election regulations, including provisions
related to Panwas. These regulations reinforced, in theory, the
potentially more assertive view of Panwas’ adjudicative and
enforcement role, as follows:

Article 17

(1) Panwas, whose duties are to supervise the campaign, has the
power to stop or disband the campaign in case violations
occur.

(2) The statement of the above command shall be made to the
Election Implementing Committee and legal officers.

(3) Before the above statement is made, Panwas shall listen to
and consider the information given by respective party
representatives and the local election committee.

(4) The provision on the procedures of stopping or ceasing the
campaign will be stipulated later by Panwas and the
respective legal authority.
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pemungutan atau penghitungan suara dan laporan tersebut
dibenarkan oleh PANWAS, maka PANWAS memerintahkan
pemungutan suara ulangan di tempat yang bersangkutan.

Wewenang penegakan hukum yang luar biasa tersebut juga jelas-
jelas belum pernah digunakan oleh Panwas di tingkat manapun.
Jika wewenang tersebut digunakan, komisi Panwas mungkin akan
terbantu dalam memperkecil penyelewengan dan kecurangan selama
proses pemilu, atau dalam mendorong terjadinya kesepakatan antara
pengadu dan panitia penyelenggara pemilu.

Peraturan Pemerintah No.33, tanggal 19 Mei 1999 (Lampiran 2)
berisi berbagai peraturan pemilu, termasuk ketentuan sehubungan
dengan Panwas. Peraturan tersebut secara teoritis memperkuat
pandangan yang mungkin lebih tegas mengenai peran penyelenggara
dan ajudikatif Panwas, sebagai berikut:

Pasal 17

(1) PANWAS yang sedang bertugas mengawasi pelaksanaan
kampanye Pemilu berwenang memerintahkan untuk
menghentikan atau membubarkan pelaksanaan kampanye
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Perintah menghentikan atau membubarkan pelaksanaan
kampanye kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Umum dan
penegak hukum harus dibuatkan Berita Acara.

(3) Sebelum perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan, terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan
keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan
dan dari Panitia Pelaksana Pemilihan Umum setempat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penghentian atau pembubaran
pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh PANWAS dan
instansi penegak hukum terkait.

* %k 3k
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Article 23

Panwas at its respective level has the power to stop or cease the
campaign conducted against the schedule arranged by the KPU or
has allegedly violated the regulations and procedures.

Chapter V, Articles 25-31, of the Government’s Decree anticipate
a repeat of elections under circumstances where order and security
may be compromised in a particular place. While the KPU, PPI,
and other election administration bodies are responsible for
implementing these provisions for repeat elections, this chapter
does grant Panwas authority to determine if repeat elections
should be held because of reports of fraud.

Article 30

(1) The repeat election, as mentioned in Article 27, is also the
result for elections cancelled because of reports of fraud.

(2) The validity of fraud reported as mentioned in sub-article (1)
above shall be examined and decided by Panwas no later
than 10 (ten) days after the polling day.

Most remarkably, the Government’s Decree added a new and
significant power to Panwas’ authority with respect to certifying
election results.

Article 33

(1) In the case that a member of the KPU, PPI, PPD-I, PPD-II
refuses to sign the statement of counting, the person shall
make a written reason directed to the KPU, PPI, PPD-I,
PPD-II and a copy shall be conveyed to the Panwas at the
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Pasal 23

Panitia Pengawas sesuai dengan tingkatannya berwenang untuk
menghentikan atau membubarkan kampanye Pemilu yang
dilakukan oleh Partai Politik di luar jadwal waktu yang ditentukan
oleh KPU atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bab V, Pasal 25-31, mengantisipasi pemilu ulangan dengan kondisi
dimana ketertiban dan keamanan di daerah tertentu sudah aman.
Sementara KPU, PPI, dan badan administrasi pemilu lainnya
bertanggungjawab untuk menerapkan ketentuan pemilu ulangan
tersebut, bab ini memberi wewenang kepada Panwas untuk
menentukan apakah pemilu ulangan harus diadakan karena adanya
laporan kecurangan.

Pasal 30

(1) Pemungutan suara susulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, juga dilaksanakan bagi pemungutan suara yang
dinyatakan batal apabila ada laporan kecurangan dalam
pemungutan suara.

(2) Ada atau tidak adanya kecurangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus sudah diperiksa dan diputuskan oleh
PANWAS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
tanggal pemungutan suara.

Yang paling mengagumkan, Peraturan Pemerintah menambahkan
sebuah wewenang baru dan penting bagi Panwas untuk mengesahkan
hasil-hasil pemilu.

Pasal 33

(1) Dalam hal terdapat anggota KPU, PPI, PPD I, PPD II yang
tidak bersedia membubuhkan tanda-tangannya pada Berita
Acara Hasil Penghitungan Suara, maka yang bersangkutan
harus memberikan alasannya secara tertulis kepada KPU, PPI,
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respective level.

(2) Panwas as mentioned in paragraph (1) has the power and
responsibility to investigate the admissibility of the reason.

(3) The above investigation shall be done and finished 7 (seven)
days from the receipt date of the objection letter received, at
the latest.

(4) Panwas’ decision as stated in paragraph (3) is final and
binding.

It does not appear Panwas’ power to decide the legitimacy of
political parties’ objections to vote certification was ever fully
utilized or honored at any level. Panwas at lower levels,
particularly Panwascam at the sub-district (Kecamatan) level, may
have been unaware of the power granted them by Article 33 of the
Government Decree.  After the elections, however, Panwas
commissions throughout Indonesia investigated allegations of
irregularities in voting and vote counting, and of election
violations, and helped push forward the vote count.

At the national level, the KPU failed to achieve a two-thirds vote
to certify election results approved by the PPI, because of
objections from numerous losing political parties. The KPU sent
the matter to President Habibie for a decision rather than to
Panwaspus. The President referred the matter back to Panwaspus
for their assessment. The power to certify the results was
exercised by the President, however, and Panwas’ role was
effectively only advisory, despite Article 33. The response of
Panwaspus to this challenge is included in Appendix 3.
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PPD I, PPD II dengan tembusan disampaikan kepada PANWAS
sesuai dengan tingkatannya.

(2) PANWAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang
dan wajib melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alasan
tersebut.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah
selesai dilaksanakan dan diputuskan oleh PANWAS sesuai
dengan tingkatannya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal penerimaan alasan penolakan.

(4) Keputusan PANWAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
bersifat final dan mengikat.

Tidak jelas apakah wewenang Panwas untuk memutuskan sah
tidaknya keberatan parpol-parpol atas hasil pemilu pernah digunakan
sepenuhnya atau dihormati di semua tingkat. Panwas di tingkat yang
lebih rendah, khususnya Panwascam di tingkat Kecamatan, mungkin
saja tidak menyadari wewenang yang diberikan pada mereka oleh
Peraturan Pemerintah Pasal 33. Meskipun demikian, sesudah pemilu
komisi-komisi Panwas di seluruh Indonesia telah menyelidiki
dugaan-dugaan penyelewengan dalam pemilihan dan penghitungan
suara, dan juga pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan membantu
mempercepat penghitungan suara.

Pada tingkat nasional, KPU tidak berhasil mengumpulkan dua pertiga
suara untuk menerima hasil pemilu yang telah disetujui oleh PPI,
karena penolakan beberapa parpol yang kalah dalam pemilu. KPU
menyerahkan masalah tersebut kepada Presiden Habibie agar
mengambil keputusan dan bukannya kepada Panwaspus. Presiden
menyerahkan masalah itu kembali ke Panwaspus untuk dimintai
penilaian.  Akan tetapi, wewenang untuk mengesahkan hasil
dilakukan oleh Presiden dan peran Panwas secara efektif hanyalah
sebagai penaschat, tanpa mempedulikan Pasal 33 tersebut.
Tanggapan Panwaspus terhadap ketidakpuasan tersebut tercantum di
Lampiran 3.
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C. Key Issues and Recommendations for Further Study

Participants in September’s conference on resolving complaints
and disputes in the election process were in general agreement on
fundamental weaknesses in the structure, authority, and operations
of Panwas. Several key issues and problems were identified that
deserve further study in seeking to improve the ability of
Indonesia’s election system to resolve complaints, disputes, and
allegations of violations:

e  Panwas’ basic role and authority in the election process was
unclear.  Panwas is a supervisory body, but without
administrative power. Panwas is also a quasi-adjudicative
body, but without enforcement power. Panwas largely
performed an advisory, mediating, or referral role — relying on
“moral authority” that was dependent on its stature and
persuasion, rather than decision-making or enforcement
powers.

e A few extraordinary powers were granted to Panwas by
regulations: to stop political parties from campaigning if they
violated the law or regulations; to stop voting or require repeat
elections in the event of gross mistake or fraud in the voting
process; to decide on the reasonableness and sufficiency of
proof of party objections to election results certification.
These powers were never actually utilized by any Panwas for
fear of adverse reaction and an inability to enforce their
decision.

e The law and regulations provided no procedural guides or
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C. Masalah-masalah Utama dan Rekomendasi untuk Studi
Lebih Lanjut

Para peserta yang hadir dalam seminar mengen